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PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 1 g TAHUN 2009 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT A KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOTA KORPS PEGAWAI 

REPUBLJK INDONESIA (KORPRJ) PALEMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 Peraturan 
Pemerintal:l Nomor 41 Tahun 20Q7 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, sejalan dengan Surat Edaran Manieri Oalam Negeri tanggal 
7 O_ktober 200.8 Nomor 061/2977/SJ perihal Pembenlukan 
Sekrelariat Dewan Pengurus Ptovlnsl KORPRI dan Dewan Pengurus 
Kab/Kota KORPRI Manieri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 2008 
Nomor 06.1/3936/SJ penlla1 Tindaklanjul Pelaksanaan Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemenntah 
Nomor 41 Tahun 2007, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Dewan PE!ngurus dan Pengurus _Unit Kola Korps Pegawai Republik 
Indonesia Palembang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang Nomor 151 Tahun 2008, 
perlu dlsesuaikan dan disempumakan: 

b. bahwa penyesuaian dan penyempumaan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, telah mendapatl<an rekomendasi dari Menteri Da1am 
Neg_erl melalui Surat tanggal 16 Februari 2009 Nomor 061/420/SJ 
perihal Pembentukari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kola 
Palembang: 

c. bahwa Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI 
ada1ah dalam rangl<a opUmallsasl tugas den fungsi Sekretariat 
Dewan Pengurus Kola KORPRI dalam memberikan dukungan teknis 
operasional dan administras.i terhadap pelaksanaan lugas Dewan 
Pengurus Kot.a Korps Pegawai Republik Indonesia Palembang; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlma~sud pada 
huruf a, b dan c tersebut diatas, make perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraluran Wallkota Palembang tentang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus 
Kola Korp·s Pegawal Republlk Indonesia (KORPRI) Palembang. 

1. Undang-U,-idang N9mor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1821): 

2. Uhdang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentlJ!<an 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagalmana telah diubah terakhlr 
kall dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Uhdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844): 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintah Daerah 
{Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 T.ihun 2004 lentang Pembinaan 
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
RI Tahun 2004 Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Nomor ..... ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembaglan 
Urusan Pemerfntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provins! dan Pemertntahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 89, Tamb1.1han Lembaran Negara RI Nomor 4741); 

8. Keputusan Preslden Republlk Indonesia Nomor 82 Tahu'1 1971 
tentang Korps Pegawai Republlk Indonesia: 

9. Keputusan Presiden Republik lndonesla Nomor 16 Tahun 2005 
tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai 
Republik lndonesla; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/13/M.PAN/5/2008 lentang Eselonisasl Jabatan Struktural DI 
Lingkungan Sekreuiriat Dewan Penguru:, Dan Sekretariat Pengurus 
Korps Pegawai Republik Indonesia; 

11. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 
2008 tentang Pegawal Negerl Slpll Yang Dltugaskan secara Penun 
Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat 
Dewan Pengurus Dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps 
Pegawai Republlk Indonesia: 

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps 
Pegawai Republlk Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretarial Jenderal Dewan Pengurus 
Nasional Korps Pegawai Republik lndonesla; 

13. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps 
Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentaog Pola 
Organisasi Dan Tata Kerja Sek:retariat Pengurus Unit Nasional, 
Sekretarial Dewan Pengurus Provinsi Dan Sekretariat Dewan 
Pengurus Kabupalen/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah: 

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN 
PENGURUS KOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 
(KORPRI) PALEMBANG. 
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SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam K~pultfsan lni. yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerinlah Kola adalah Pemerlntah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4 . WakiJ Walikota adalah Wakil Walikota Palembang. 
5. Sek~taris Daerah ~dalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. 
6. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Kola KORPRI 

Palembang. 
7. Sekretarial Dewan fengurus Kola KORPRI adalah Sekretariat 

Dewan Pengurus Kola KORPRI Palembang. 
I}. Sekretarfs Dewan Pengurus Kola KORPRI yang selanjutnya 

disingkat Sekretaris adalah Sekretaris Pewan Pengurus Kola 
KORPRI Palembang. 

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sakretariat Dewan Pengurus 
Kota K0RP.RI Palembang. 

10. Anggola KORPRI yang selanjutnya disebut Anggota adatah Anggoia 
KORPRI Palembang. 

11 . Korps Peg.awai Republik lndonesla yang selanjuinya disingkat 
KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai 
Republik Indonesia demi menrngkatkan perjuangan pengabdian 
serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dalam Negara 
Kesatuan R epublik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, prafesional, netral, 
produktlf den betanggungjawab. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Dengan Peratural'I inl. dibel'ltuk Sekretariat Dewan Pengurus Kota 
KORPRI Palembang. 

BAB Ill 
KEDUOUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

(1) $ekrctariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik 
trioonesla (KORPRI) Palembang, yang selanjutnya disingk.al 
Sekretarlat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang adalah 
lembaga Kesektariatan Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang. 

(2) Sekretariat Dewan Pengurus Kola KORPRI Palembang 
sebagafrnana dlm.aksud dalam ayat (1) berl<eduduf(an di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kota KORPRI 
Palembang. 

(3) Sekretariat Dewan Pengurus Kot.a KORPRI Palembang dipimpin 
oleh seorang Sekretaris. 

Pasa14 

Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang mempunyai 
tuges melaksanakan koordinasi dan pembinaan dukungan administrasl 
kepada Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang. 
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Pasal5 

Untuk melaksanakan tugas sebagair:nana dimaksud dalam Pasal 4 , 
Selvetaria! Dewan Pengurus Kota K0RPRI Palembang rnempunyai 
fungsi : 
a. Pelaksanaan vis1, misi dan program organisasi KORPRI. 
b. Pelaksanaan konsolidasi organisasi Dewan Pengurus Kota KORPRI 

Palembang maupun Pengurus Unit KORPRI di Ja]aran Pemerintah 
Kot.a Palembang. 

c. Pembinaar, KORPS melalul pemahaman. penghayatan dan 
pengamalan kode etlk KORPRI. 

d. Pembinaan kekaryaan Anggota KORPRI. 
e. Pernbinaan sosial politlk dan hukum melalui kegiatan penyufuhan 

hUkum terpadu KORPRI. 
f . Pem6inaan kehklupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 
g. Penyusunan program kerja. 
h. Pembinaan sosial budaya. 
i. Pembinaan kesejahteraan Anggota melalui Bazis KORPRI. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

(1) Sekretariat Dewan Pengurus Kota KORPRI Palembang, terdlri dari : 
a. Sekretaris. 
b. Sub Bagian Administrasl dan Keuangan. 
c. Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan SOM dan Hukum. 
d. Sul? Bagian Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Olahraga. 

(2) Bagan Slruk1ur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurvs Kota 
KORPRI Palembang, sebagaimani;l tercantum dalam Lampiran 
Peraturan ini. 

Bagian Pertama 
Sekretaris 

Pasal 7 

Sekretaris mempunyai ll!gas melaksanakan administrasi organfsasi, 
menyusun perencanaan dan pengembangan SDM dan memfasilltasi 
kegiatan anggola di bidang kesejahtera.an, sosial bu~aya dan olahraga. 

Pasal8 

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
Sekretaris menyelenggarakan rungsi : 
a. Koordinasi kegiatan Dewan Pengurus kota KORPRI Palembang. 
b. Penyelenggaraan pengetolaan adminlslrasi ocganlsasi. 
c. Penyusunan rencana pengembangan SOM. 
d. Fasilitasi kegiatan di bidang peningkatan l<esejahteraan anggota, 

sosial budaya dan olahraga. 
e. Pelaksanaan koordinasl der:igan instansi terkait. 
f. Pelaporan pelaksanaan tugas. 
g. Petaksanaan tugas lain yang diberil<an oleh Ketua Dewan Pengurus 

Kota KORPRI Palembang. 
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Baglan Kedua 
Sub Bagian Admlnistrasi dan Keuangan 

Pasal 9 

Sub Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas 
melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, 
kearsipan dan dokumentasi serta penyusunan faporan organisasi. 

Pasal 10 

Palam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
Sub Bagian Administrasi dan Keuangan menyefenggarakan fungsi : 
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. 
b. Penyelenggaraan kearsipan dan dokumentasi. 
c. Pelaksanaan admin1strasi keuangan. 
d. Penyusunan kebutuhan perlengkapan organisasi. 
e. Pefaksanaan koordinasi dengan inslansi terkail 
f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas. 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

Baglan Ketiga 
Sub Bagian Penmcanaan, Pengembangan SOM dan Hukum 

Pasal 11 

Sub Bagian Perencanaan, pengembangan SOM dan Hukum 
mempunyai tugas menyusun rencana program dan kegialan 
pengembangan SOM anggota, menyusun laporan tahunan organisasl 
serta melaksanakan bantuan dan penyuluhan hukum. 

Pasal 12 

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 , 
Sub Ba_gian Perencanaan, Pengembangan SOM dan hukum 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program jangka pendek dan 

jangka panjang. 
b. Penyelenggaraan fasilifasi pengembangan SOM anggota melalui 

pembekafan dan pelatihan. 
c. Pefaksanaan monltoring dan evafuasi pelaksanaan kegiatan 

KORPRI. 
d. Penyusunan laporan tahunan organisasl. 
e. Pelaksanaan fasllitasi bantuan hukum bagi anggota. 
f . Pe1)yelenggaraan kegiatan yan-g menyangkut tluKum dan humas. 
g. Pelaksanaan tugas-tugas fain yang diberikan oleh Sekretaris. 

Bagfan Keempat 
Sub Baglan Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Olahraga 

Pasal 13 

Sub Ba_gian Kesejahteraan, Sosiaf Budaya dan Olahraga mempunyai 
tugas meningkalkan kesejahteraan dan pembinaan mental spiritual, 
memfasilitasi pembinaan kesenian daerah dan olahraga anggota 

Pasal 14 

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 13, 
Sub Bagian Kesejahteraan, Sosiaf Budaya dan Olahraga 
rnenyelenggarakan fungsl : 
a. Pelaksanaan peningkalan kesejahteraan dan pembinaan mental 

spiritual anggota. 



6 

b. Fasilitasi penyerahan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak 
·anggota yang. kurang mampu. 

c. Fasmtasl penyerahan bantuan kesehata.n bagi anggota yang dirawal 
!nap. 

d. Pemberian bantuan kepada anggota yang mendapat musibah. 
e. Pelaksana.an pemberian pen_ghargaan bagi anggota yang 

berprestasi. · 
f. Pelaksanaan Upacara Bandera Bulanan. 
g. Pelaksanaan Upacara Persemayaman, Pemberangkatan, Qan 

Pemakaman Jenazah Anggota yang meninggal donia secara 
kedinasan. 

h. Pembinaan keglatan olahraga. 
i. Fasilitasi pengembangan kesenian daerah bagi anggota melalui 

pembenlukan sanggar kesenian. · 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretari.s. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris bekerjasama dan 
merupakan sistem akuntabifitas kinerja aparatur serta menerapkan 
prinsip koordinasl, lntegrasi, dan sinkroni~asl, dl llngkungan n1asing­
masing dan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pa!.al16 

Sekretaris bertan·ggung jawab memimP.in dan me□gko.ordinasikan 
bawahannya ma'sing-masing dan membenl<an bimbingan serta petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 17 

Sekretaris wajib mengikuli dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala 
tepat pada waktunya. 

BAB VI 
ESEL,ONISASI 

Pa.aal 18 

Esselonisasi di Llngkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kola KORPRI 
Palembang, ditetapkan sebagai berikut : 
a. Sekretaris adalah jabatan stru.ktural eleson Ill. b. 
b. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eseton IV. b. 

BAB VII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 19 

(1 ) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan 
Pengurus Kola KORPRI Palembang diangkat dan diberhenllkan oleh 
Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang ditu_gaskan secara penuh dan diangkat 
dalam jabalan stru.ktural di llngkungan Sekretariat Dewan Pengurus 
Kota KORPRI Palembang diletapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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KETENTUANPENUTUP 
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Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang 
Nomor 34 Tahun 2008 lentang Pelaksanaan Keputusan Dewan 
Pengurus Kola KORPRI Palembang Nomor 1511ahun 2008 tentang 
Organi!,<!si dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps 
Pegawal Republik Indonesia (KORP.RI) Palembang, dlcabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal21 

Peraturan ini mulai bertaku paea tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya, memelintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita D.a.erah Kota 
Palembang. 

Dluridangkan di hlt<11biJil 
91c!I uog • .i ,g - ~ - aoo..9 

&EKAITAIIIS DAVIAH KOT•2:~ c5 :-> 
i>rt. \I. Mt1Wl(I Knrnon, M, SI 

' ,, 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 18 M-oret 2009 

WALIKOTA PALEMBANG, 

H. EDDY SANT ANA PUTRA 

IIRIT A O.AEll/<11 KOTA l'Al lMt!Allr. 
TAl1U)i 200~ NO'AOll IS 



B/'\GAN STRUKTUR ORGANISAS:[ SEKRETARIS DEWAN 
PENGURUS KOTA KORPRl PALEMBANG. 

LAMPlRAN PERATIJRAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : 18 TAHUN 2009 
TANGGAL: 18 MA[l.l:i 2009 

--------------------------------:!<"":~t.il&,:,.<PS-~B~WdlW<l,-«JSl::JNAIJ-S::t€Ar,:,:sASr,sAl\!-1"A~.-¾.SftM•.,-. -­
SEKRETARIAT DEWAN PENGiJRUS KOTA KORPS PEGAWAl 
REPUBUK INDONESIA (KORPRl} PALEMBANG. 

SEKRETARJS 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCAN.AAN, 
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PENGEMBANGAN'SOM DAN HUKUM 

on,ndooghn di h1•mbonQ 
pndo t nngGal ll6 - ; ~1009 

SGKHT>RIS t>AltAAM 
KOTA PAltMIIAAO 

,,,,,.--.. =2 2 • ..,. ;;:, 
(_ < ::2,Wl!l\ tlumon. M. SI 

ll~RFTJ. OAfll ' H KOTA PALFM8AWI 
r :,11~••1 :Jltl~ ROWO!I 18 

SUB BAGIAN KESEJAH'fl:RAAN, SOSIAL 
BUDAY A DAN OLAHRAGA 

H. EDDY SANTANA PUTRA 


